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I. UMUM 

 

Pemerintah telah menetapkan penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini memberikan 

dampak kepada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pada 

sisi Pekerja dampak yang ditimbulkan antara lain pemotongan upah, 

pengurangan hari kerja, dirumahkan dengan upah dibayar sebagian atau 

upah tidak dibayar, dan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan dari sisi 

Pemberi Kerja dampak dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) ini antara lain berkurangnya produksi, terganggunya cash 

flow perusahaan, berkurangnya kemampuan membayar kewajiban, 

pengurangan jam kerja, dan pengurangan pekerja.  

Ketidakmampuan perusahaan membayar Iuran Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan secara masif dapat berdampak pada 

kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan dan kelangsungan layanan Manfaat kepada Peserta. 

Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan 
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perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk 

menjaga kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan akibat bencana nonalam penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan 

keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan antara lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran, 

dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kebijakan relaksasi 

atau penyesuaian Iuran berupa kelonggaran batas waktu pembayaran 

Iuran JKK, Iuran JKM, Iuran JHT, dan Iuran JP setiap bulan, keringanan 

Iuran JKK dan Iuran JKM, dan penundaan pembayaran sebagian Iuran 

JP, serta pengurangan denda. Kebijakan relaksasi atau penyesuaian Iuran 

ini diberlakukan selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan selama jangka waktu pelunasan penundaan 

pembayaran sebagian Iuran JP. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini diharapkan dapat melindungi, mencegah, atau mengurangi 

Pekerja yang mengalami pemotongan upah, pengurangan hari kerja, 

dirumahkan dengan upah dibayar sebagian atau upah tidak dibayar, dan 

pemutusan hubungan kerja. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas.  

 

Pasal 4 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 


